SALINAN

A

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019

tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di

Lingkungan Instansi Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

perlu  menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar

Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera
Utara;

1.

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587} sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 32};

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

{Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39)



Menetapkan:

10.

11,
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2021 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2076 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor 40} sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI SUMATERA
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan



10.

11.

12.

13.
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Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina  kepegawaian untuk  menduduki  jabatan
pemerintahan.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan
yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan
untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
Standar Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya disebut
Standar Kompetensi Manajerial adalah  persyaratan
kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang
PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara

adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
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politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status

pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan
Standar Kompetensi Manajerial dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta menjadi
pedoman persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki

PNS untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 3

Tujuan Standar Kompetensi ini adalah :

a. sebagai pedoman dan acuan melaksanakan sistem merit dalam
proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Jabatan Tinggi Pratama;

b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dengan
standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

c. untuk menjamin objektivitas dan kualitas PNS;

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi standar
kompetensi manajerial PNS yang menduduki jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB I
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGG] PRATAMA
Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini
digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian profil
kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

(2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yaitu :



Asisten :

1.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,;

3. Asisten Administrasi Umum;

Staf Ahli :

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

2. Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur
dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan,

Aset dan SDA;

. Biro pada Sekretariat Daerah :
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Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;

Kepala Biro Hukum;

Kepala Biro Perekonomian;

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
Kepala Biro Administrasi Pembangunan;

Kepala Biro Organisasi;

Kepala Biro Umum;

Kepala Biro Administrasi Pimpinan;

. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dinas :

1.

2
3.
4
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Kepala Dinas Pendidikan;

Kepala Dinas Kesehatan;

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Kepala Dinas Sosial;

Kepala Dinas Tenaga Kerja;

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Bcerencana,;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup;



13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21
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Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Kepala Dinas Perhubungan;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip;
22.
23.
24.
29,
26.
27.
28.
29.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;

Kepala Dinas Kehutanan,;

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Kepala Dinas Perkebunan;

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Direktur Rumah Sakit Haji Provinsi Sumatera Utara;
Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem;

f. Badan

e

Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. Inspektur;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 21 September 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 September 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002




Nama Jabatan ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan i

Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, koordinasi administratif terhadap pelaksanaan
tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif terkait bidaang perekonomian dan pembangunan sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi keancaran jalannya Pemerintahan Daerah

II. STANDAR KOMPETENSI

_ Kompetensi |  Level | Deskripsi | Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu menciptakan 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepatuhan kepentingan mematuhi nilai,
pada nilai, norma, dan norma, dan etika organisasi
etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etil/nilai-
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tataran lingkup kerja
setingkat instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komitmen | 4.1 Membangun sinergi antar unit
tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target keria
organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.




’3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi-
informasi penting dari berbagai
sumber dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman yang
sama;

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
dari berbagai sudut pandang/
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorang
permangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4, Orientasi Pada Hasil

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
yang melebihi target yang
ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi;

4,3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar unit
kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapain target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

B
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Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
fugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
profesional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh instansinya
teiah selaras dengan standar
pelayanan yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.




[6. Pengembangan Diri dan
Orang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang dalam rangka
mendorong manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun program . ]
pengembangan jangka panjang
bersama-sama dengan
hawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbingan,
penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetens dan
karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
arganisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara kensisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi- posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4,2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada
pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya
{mitigasi risiko).

. Perekat Ba ngsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan pemerintah
di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa
menjaga persatuan dan
kesatuan dalam keberagaman
dan menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;




4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agamay/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi;

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan
Produk Hukum Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan produk
hukum daerah yang
tepat sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi advokasi
kebijakan produk hukum daerah
yang lebih efektif dan efesien
dari berbagai kondisi
stakeholder:

4.2 Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, petunjuk
teknis strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring evaluasi
advokasi kebijakan produk
hukum daerah; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan produk
hukum daerah yang tepat untuk
diri mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan.

11. Pemetaan Potensi
Perekonomian Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi pemetaan
potensi perekonomian
Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi
Pemetaan Potensi Perekonomian
Daerah yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai
stakahonider:

4.2 Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, petunjuk
teknis strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring evaluasi
Pemetaan Potensi Perekonomian
Daerah; dan




4.3

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Pemetaan Potensi Perekonomian
Daerah yang tepat untuk instansi
dalam menerapkan kebijakan.

12, Advokasi Kebijakan Ilmu
Ekonomi, baik Makro
maupun Mikro

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan ilmu
ekonomi, baik makro
yang tepat sesuai
kondisi

4,1

Mengaevaluasi telnik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode stretegi advokasi
kebijakan ilmu ekonomi, baik
makro maupun mikro yang lebih
efektif dan efisien dariberbagai
kondisi stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma standar,

kriteria, pedoman, petunjuk
teknis strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring evaluasi
advokasi kebijakan itmu
ekonomi, baik makro maupun
mikro; dan

4.3 Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan ilmu
ekonomi, baik makro maupun
mikro yang tepat untuk diri
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan.

13. Advokasi Kebijakan
Manajemen Studi
Pembangunan

Mampu
mengembangkan
strategi Advokasi
kebijakan manajemen
studi pembangunan
yang tepat sesuai
kondisi

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada saat
ini menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi advokasi
kebijakan manajemen studi
pembangunan yang lebih efektif
dan efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, petunjuk
teknis strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring evaluasi
advokasi kebijakan manajemen
studi pembangunan; dan

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan manajemen
studi pembangunan yang tepat
untuk diri mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan.




14. Advokasi Kebijakan
Administrasi Pemerintah
Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan administrasi
pemerintahan daerah
yang tepat sesuai
kondisi

4.1 Mengevaluasi teknik, metode

4.2 Mengembangkan norma

4.3 Meningkatkan kapasitas

strategi advokasi yang ada saat
ini menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi advokasi
kebijakan administrasi
pemerintahan daerah yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;

standar, kriteria,

pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring evaluasi
advokasi kebijakan administrasi
pemerintahan daerah; dan

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan administrasi
pemerintahan daerah yang tepat
untuk diri mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan.

A. Pendidikan

1. Jenjang

Sarjana/ Diploma IV

2. Bidang Ilmu

Tata Kota / Administrasi Niaga

Ekanomi/ Manajemen/ Teknik Sipil/ Perencanaan Wilayah dan

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II

2. Teknis

Manajemen
pemerintahan daerah
Pengelolaan keuangan
daerah

Manajemen
kepegawaian
Pengadaan barang/
jasa pemerintah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerija

1. Memiliki pengalaman|
jabatan dalam bidang
pemerintahan/hukum/o
rganisasi/perekonomian
dan pembangunan
secara kumulatif paling
kurang 5 (lima) tahun




2. Sedang atau pernah | vV
menduduki jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2 (dua)
tahun: ;

D. Pangkat

Pembina Tingkat I/ (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Persentase kebijakan bidang perekonomian yang
dikoordinasikan

2. Persentase koordinasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan yang diselesaikan

3. Persentase Perangkat Daerah yang mampu menerapkan
SAKIP sesuai kefentuan

4. Peningkatan kepuasan masyarakat terkai pelayanan publik




Nama Jabatan
Keiompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

: ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
: JABATAN PIMPINAN TINGGI

; A

Membantu Sékretaris baerah dalam merumuskan kebijakan, koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah

dan pelayanan administratif terkait bidang Administrasi Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran

jalannya Pemerintahan Daerah

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan situasi
kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika organisasi

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya,

4,3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai- nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen tim,
sinergi

4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4,3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi,

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk
mendorong kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi- informasi
penting dari berbagai sumber dengan
pihak lain untuk mendapatkan
pemahaman yang sama;

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep dari
berbagai sudut pandang/ multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada langkah-
tangkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Qrientasi Pada Hasil

Mendorong unit kerja mencapai
target yang ditetapkan atau
melebihi hasil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja yang
melebihi target yang ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pencaian target organisasi.




5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak dari isu-
isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang transparan,
objektif, dan profesional

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesernpatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan profesional
dalam lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/ partai
politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kehijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan Diri dan
Qrang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran

4.1 Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan crang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk iebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
konsep penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh fungsi
dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi risiko).




9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan perbedaan
secara konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi

' 4.1.Men.ginis.ias\:'i an mereprésgﬁtaakan

i

pemerintah di lingkungan keria dan
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi;

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, preferensi

litik.

10. Advokasi Kebijakan
Administrasi Umum

Mampu mengehﬁa'ngk.ah
strategi advokasi Kebijakan
administrasi umum

4.1 Men\g.eﬁéiua-s.l strategi advokasi

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi Kebijakan
administrasi umum;

Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan Kebijakan
Administrasi umum.

4.

|5 ]

11. Manajemen tugas Biro dan
Perangkat Daerah di bidang
administrasi umum

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan Pengendalian
Kebijakan tugas Biro dan
Perangkat Daerah di bidang
administrasi umum

4.1 Mengevaluasi teknik, metode strategi
advokasi yang ada saat ini,
menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta mengembangkan
berbagai teknik , metode strategi
tugas Biro dan Perangkat Daerah di
bidang administrasi umum yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan pelaksanaan
advikasi yang efektif serta monitoring
dan evaluasi tugas Biro dan Perangkat
Daerah di bidang administrasi umum;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan
strategi tugas Biro dan Perangkat
Daerah di bidang administrasi umum
yang tepat untuk instansi dalam
menerapkan kebijakan.

12. Koordinasi, kerja sama dan
kemitraan dengan Perangkat
Daerah dan/atau pihak lain

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan koordinasi, kerja
sama dan kemitraan dengan
Perangkat Daerah dan/atau
pihak lain

4.1 Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pembinaan,
penyelenggaraan, dan
efektifitas pelaksanaan  kebijakan
Koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan Perangkat Daerah dan/atau
pihak lain ;

4.2 Mampu menyusun teknik,
metode pembinaan dan evaluasi
kebijakan Koordinasi, kerja sama dan
kemitraan dengan Perangkat Daerah
dan/atau pihak lain;




4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait Koordinasi, kerja
sama dan kemitraan dengan Perangkat
Daerah dan/atau pihak lain.

13. Manajemen pemantauvan dan 4 Mampu mengembangkan 4,1 Mengevaluasi teknik, metode strategi

evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi advokasi kebijakan advokasi yang ada saat ini

daerah di bidang organisasi, manajemen pemantauan dan menganalisis kelemahan dan

administrasi umum dan evaiuasi pelaksanaan kebijakan kekurangan serta mengembangkan

administrasi pimpinan daerah di bidang organisasi, berbagai teknik, metode strategi
administrasi umum dan advokasi kebijakan manajemen
administrasi pimpinan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang organisasi,
administrasi umum dan administrasi
pimpinan;

4.2 Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta monitoring
dan evaluasi manajemen pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang organisasi,
administrasi umum dan administrasi
pimpinan;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan
strategi Manajemen pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang organisasi, administrasi
umum dan administrasi pimipinan yang
tepat untuk instansi dalam
menerapkan kebijakan.

14. Advokasi kebijakan Otonomi 4 Mampu mengembangkan 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Daerah strategi advokasi kebijakan yang ada saat ini, menganalisis
Otonomi Daerah yang tepat kekuatan dan kekurangan
sesuai kondisi berbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan |1 Jenjang Sarjana/Pasca Sarjana
2. Bidang Iimu Ekonomi/ Manajemen/ Teknik Sipil/ Perencanaan Wilayah / Administrasi Niaga
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Manajemen Pemerintahan v

Daerah/ Pengelolaan Keuangan
Daerah/ Manajemen
Kepegawaian/ Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah

3. Fungsional =




€. Pengalaman Kerja

1.

Memiliki pengalaman
jabatan dalam bidang
pemerintahan/hukum/forga
nisasi/ perekonomian dan
pembangunan secara
kumuiatif paling kurang 5
(lima) tahun

Sedang atau pernah
menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2
{dua) tahun

D. Pangkat

Pembina Tk.I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Persentase kebijakan bidang administrasi umum yang dikoordinasikan
Persentase koordinasi dan pengendalian pelaksanaan administrasi umum

yang diselesaikan

Peningkatan pelayanan masyarakat terkait pelayanan publik




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
: JABATAN PIMPINAN TINGGI

ﬁﬁembaﬁdt\::.éékljetaris"baer.ah'délaﬁ; meléi{uian koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi penyusunan kebijakan dan
administratif kepada perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya dalam bidang pemerintahan, hukum dan HAM,
organisasi, umum dan perlengkapan dan kesejahteraan rakyat.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan situasi
kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika organisasi

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya;

4,3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai- nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen tim,
sinergi

4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk
mendorong kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi- informasi
penting dari berbagai sumber dengan
pihak lain untuk mendapatkan
pemahaman yang sama

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep dari
berbagai sudut pandang/ multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan




4, Orientasi Pada Hasil

diretapkan atau melebihi hasil
kerja sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja yang
melebihi target yang ditetapkan

4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.

4,3 Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak dari
isu-isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pernangku
kepentingan yang transparan,
objektif, dan profesional

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada Isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan
tugastugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan professional
dalam lingkup organisasi

4.

]

Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan cleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang cbjektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/ partai
politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemnangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektf, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpangaruh
kepentingan pribadi/kelompok

6. Pengembangan Diri dan
Orang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang dalam rangka
mendorong manajemen
pembelajaran

4.1 Meryusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama dengan
bawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbingan,
penugasan dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitamya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya

7. Mengeicla Perubahan

Memimpin perubahan pada
unit kerja

4,1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras
antar unit kerja.




8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masaiah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
konsep penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh fungsi
dalam organisasi;

4.2 Menghasitkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi risiko}

9, Perekat Bangsa

Mendayagunakan perbedaan
secara konstruktf dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi

i

4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4,2 Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran peancapaian tujuan
organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi
politik

kn

'10. ﬁ’ényusunan Kelembagaan'
Daerah

Mampu mengevaluasi dan
mengordinasikan Penyusunan
Kelembagaan Daerah

4,1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerja
pembentukan perangkat daerah,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan perangkat daerah,
melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja Penyusunan
Perangkat Daerah yang lebih
efektiffefisien;

4.2 Mampu mengkoordinasikan
pembentukan perangkat daerah
wilayah pemerintahan dan
memecahkan masalah di bidang
organisasi;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
penyusunan perangkat daerah dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pembentukan perangkat
daerah.




11. Penataan Wilayah
Pemerintahan

Mampu mengevaluasi dan
mengordinasikan penataan
wilayah pemerintahan

4,1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerja
Penataan Wilayah Pemerintahan ,
menemukenali kelebinan dan
kekurangan Penataan Wilayah
Pemerintahan , melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
keria Penataan Wilayah Pemerintahan
yang lebih efektif/efisien

4.2 Mampu mengordinasikan penataan
wilayah pemerintahan dan
memecahkan masalah penataan
wilayah pemerintahan

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder Penataan
Wilayah Pemerintahan dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder
terkait Penataan Wilayah
Pemerintahan .

12, Penyusunan Produk Hukum
Daerah

Mampu mengevaluasi dan
mengoordinasikan
Penyusunan Produk Hukum
Daerah

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerja
Penyusunan Produk Hukum Daerah ,
menemukenali kelebihan dan
kekurangan Penyusunan Produk.
Hukum Daerah , melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja Penyusunan Produk Hukum
Daerah yang lebih efektif/efisien

4,2 Mampu mengordinasikan panataan
wilayah pemerintahan dan
memeacahkan masalah Penyusunan
Produk Hukum Daerah

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
penyusunan produk hukum daerah
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait penyusunan produk
hukum daerah

13. Pamberdayaan Masyarakat

Mampu mengembangkan
strategi advokasi kebijakan
manajemen pemantauan dan
avaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang
Pemberdayaan Masyarakat

4,

—

Mengevatuasi teknik, metode strategi
advokasi yang ada saat ini
menganalisis kelemahan dan
kekurangan serta mengembangkan
berbagai teknik, metode strategi
advokasi kebijakan Pemberdayaan
Masyarakat

4,2 Mengembangkan norma standar,
kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan pelaksanaan
advikasi yang efektif serta monitoring
dan evaluasi tmanajemen pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemberdayaan Masyarakat

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan
strategi Manajemen pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang Pemberdayaan Masyarakat




Nama Jabatan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

: JABATAN PIMPINAN TINGGI

: STAF AHLI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, INFRASTRUKTUR DAN

Melaksanakan sebagian tugas Gubernur di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat
dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas sesuai bidangnya

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan situasi
kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika organisasi

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi:

4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai- nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Mermbangun komitmen tim,
sinergi

4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
herbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komuniikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk
mendorong kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi- informasi
penting dari berbagai sumber dengan
pihak lain untuk mendapatkan
pemahaman yang sama;

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep dari
herbagai sudut pandang/ multidimensi
dalam bentuk tulisan formai;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan Kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi Pada Hasll

Mendorong unit kerja mencapai
target yang ditetapkan atau
melebihi hasil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja yang
melebihi target yang ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target organisasi.




5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak dari isu-
isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang transparan,
objektif, dan profesional

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipas
dampak terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan profesional
dalam lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan petayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objeklif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/ partai
politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan Diri dan
QOrang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran

4,1 Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pefatinan/pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;

4,2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi,

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarmya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-prograrm
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
konsep penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh fungsi
dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak keputusannya
serta menylapkan tindakan
penanganannya {mitigasi risiko).




9. Perekat Bangsa

ot

Mendayagunakan perbedaan
secara konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi

4,1 Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekenomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan

oraanisasi:
4.3 Mampu membuat program yang

mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suky,
gender, sosial ekonomi, preferensi
politik.

pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat

10 Ac-i'vn;kasr kébuakan bidang ' ' '*'Mampu mengembangkan

strategi advokasi hidang
pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerja,
mengetahui kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara kerja
penyusunan kebijakan bidang
pendidikan, infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan kebijakan
bidang pendidikan, infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan kebijakan
bidang pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat, seria
memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder
terkait penyusunan kebijakan bidang
pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat.

11, Koordinasi Bidang
pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat

Mampu mengevaluasi dan
koordinasi Bidang pendidikan ,
infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat

4.

[

Mengidentifikasi, menganalisis
kebijakan dan koordinasi Bidang
pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat serta
pelaksanaannya, menemukenali
kelebihan dan kekurangan serta
rekomendasi perbaikannya;

4.2 Mengembangkan teori, konsep dan
kebijakan penyusunan koordinasi
Bidang pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat,
meyakinkan stakeholder dan
shareholder terkait untuk menerima
konsep, teori dan kebijakan yang
dikembangkar;

4.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam
implementasi kebijakan dan
pemecahan masalah dalam koordinasi
Bidang pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat.




12. Analisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan tata pemerintahan
daerah

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan arah tata pemerintahan
untuk dikembangkan serta
menemukenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan tata
pemerintahan daerah;

4.2 Mampu menyusun teknik dan metode
dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi dan menentukan
penentuan arah tata pemerintahan
yang potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
hasil analisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah.

13. Analisis Kondisi Politik
Daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis kondisi
politik daerah

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan kondisi politik dan arah
politik serta menemukenali kelebihan
dan kelemahan kondisi politik saat ini
dan potensi kondisi politik di masa
depan;

4.2 Mampu menyusun teknik dan metode
dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi, menentukan kondisi
politik dan arah politik saat ini dan
mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis arah dan kondisi
politik kedepan;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
hasil analisis untuk arah dan kondisi
politik ke depan.

14. Advokasi kebijakan Otonomi
Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi kebijakan
Otonomi Daerah yang tepat
sesuai kondisi

A. Pendidikan

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi

perundang-undangan

1. Jenjang Sarjana/ Diploma IV
2. Bidang Ilmu {Ilmu Pemerintahan;/ Manajemen/ Kebijakan Publik/Sosial Politik/ Tlmu
Administrasi/ Perekonomian
B. Pelatihan 1. Manajerial |Pelatihan Kepemimpinan V
Pratama
2. Teknis Diklat perancangan peraturan v

3. Fungsional




14, Advokasi kebijakan Ctonomi
Daerah

Mampumengembangkan
strategi advokasi kebijakan
Otonomi Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijatankan

dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi caerah. ;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

e A G i SN
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana/Pasca Sarjana
2. Bidang Iimu Fronomi/ Manajemen/ Teknik Sipil/ Perencanaan Wilayah / Administrasi Niaga
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Dikit Administrasi dan Diklat v
Teknis Kesejahteraan
Masyarakat
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengaiaman v
jabatan dalam bidang
pemerintahan/sosialforga
nisasi/ pemberdayaan
masyarakat
kesejahteraan sosial
perekonomian/kepegawai
an secara kumulatif
paling kurang 5 (lima)
tahun
2. Sedang atau pernah W
menduduki jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun
D. Pangkat Pembina Tk.I (IV/b)
. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang kesejahteraan sosial




Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, INFRASTRUKTUR DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kelompek Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

B‘lelaksanéksn .sébagla#tug.és "G.uberm-Jr. dl bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelﬁberdéyaan m.as.yarakat

dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas sesuai bidangnya

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan situasi
kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika organisasi

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai- nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen tim,
sinergi

4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi,

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk
mendorong kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi- informasi
penting dari berbagai sumber dengan
pihak lain untuk mendapatkan
pemahaman yang sama;

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep dari
berbagai sudut pandang/ multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Qrientasi Pada Hasil

Mendorong unit kerja mencapai
target yang ditetapkan atau
melebihi hasil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja yang
melebihi target yang ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target organisasi.




5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak dari isu-
isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang transparan,
objektif, dan profesional

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, ransparan, dan profesional
dalam lingkup organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
pubiik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/ partai
politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
vang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok.

6. Pengembangan Dirt dan
Orang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran

4.

[

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih
slap daiam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
konsep penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh fungsi
dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak fain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi risiko).




«9.. .Pérékat Bangsa

Mendayagunakan perbedaan
secara konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi

4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dar_\
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan
{atar belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
oroanisast.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, preferensi
politik.

C.

10 hdvokasi ké ijakan bidang
pendidikan , infrastruktur dan
permberdayaan masyarakat

Mampu mengembangkan
strategi advokasi bidang
pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerija,
mengetahui kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara kerja
penyusunan kebijakan bidang
pendidikan, infrastruktur dan
pernberdayaan masyarakat;

4,2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan kebijakan
bidang pendidikan, infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan kebijakan
bidang pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat, serta
memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder
terkait penyusunan kebijakan bidang
pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat.

11. Koordinasi Bidang
pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat

Mampu mengevaluasi dan
koordinasi Bidang pendidikan ,
infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat

4.1 Mengidentifikasi, menganaiisis
kebijakan dan koordinasi Bidang
pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat serta
pelaksanaannya, menemukenali
kelebihan dan kekurangan serta
rekomendasi perbaikannya;

4.2 Mengembangkan teori, konsep dan
kebijakan penyusunan koordinasi
Bidang pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat,
meyakinkan stakeholder dan
shareholder terkait untuk menerima
konsep, teori dan kebijakan yang
dikembangkan;

4.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam
implementasi kebijakan dan
permecahan masalah dalam koordinasi
Bidang pendidikan , infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat.




12, Analisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan tata pemerintahan
daerah

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan arah tata pemerintahan
untuk dikembangkan serta
menemukenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan tata
pemerintahan daerah,

Mampu menyusun teknik dan metode
dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi dan menentukan
penentuan arah tata pemerintahan
yang potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah;

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
hasil analisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah.

13. Analisis Kondisi Politik
Daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis kondisi
politik daerah

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan kondisi politik dan arah
politik serta menemukenali kelebihan
dan kelemahan kondisi politik saat ini
dan potensi kondisi politik di masa
depan;

Mampu menyusun teknik dan metode
dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi, menentukan kondisi
politik dan arah politik saat ini dan
mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis arah dan kondisi
politik kedepan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
hasil analisis untuk arah dan kondisi
politik ke depan.

14. Advokasi kebijakan Otonomi
Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi kebijakan
Otonomi Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi

perundang-undangan

1. Jenjang  |Sarjana/ Diploma IV
2. Bidang Iimu {Ilmu Pemerintahan/ Manajemen/ Kebijakan Publik/Sosial Politik/ Imu
Administrasi/ Perekonomian
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepernimpinan v
Pratama
2. Teknis Diklat perancangan peraturan b

“13. Fungsional




C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki pengalaman v
jabatan dalam bidang
hukum/ pemerintahan/
politik secara kumulatif
paling kurang 5 {lima})
tahun

2. Sedang atau pemah v
menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2
{dua) tahun

D. Pangkat

Pembina Tk.I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang Pendidikan

3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

i STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, PEMBANGUNAN, ASET DAN SDA
: JABATAN PIMPINAN TINGGI

RS

e ik gt ; A ks LY Ry ERERhRE Rl e e e T R Zoad
Melaksanakan sebagian tugas Gubernur di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, aset dan sumber daya alam dengan car
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas sesuai bidangnya

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan situasi
kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika organisasi

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etil/nilai- nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen tim,
sinergi

4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di
fingkup instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk
mendorong kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi- informasi
penting dari berbagai sumber dengan
pihak lain untuk mendapatkan
pemahaman yang sama

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep dari
berbagai sudut pandang/ multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan

4. Qrientasi Pada Hasil

Mendorong unit kerja mencapai
target yang ditetapkan atau
melebihi hasil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja yang
melebihi target yang ditetapkan




4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.

4.3 Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target organisasi

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak dari isu-|
isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang transparan,
objektif, dan profesicnal

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan professional
dalam lingkup organisasi

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/ partai
politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

6. Pengembangan Diri dan
Orang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran

4.

-

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengailaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembeiajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya

7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada unit
kerja

4.

[y

Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;




4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Keputugan

Menyelesaikan masalah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko

1.1 Menyusun dan/atau memutuskan
konsep penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh fungsi
dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi risiko)

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan perbedaan
secara konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi

4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segaia
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi
politik

i

10. Advokasi kebijakan bidang
ekonomi, keuangan,
pembangunan, aset dan
sumber daya alam

Mampu mengembangkan
strategi advokasi bidang
ekonomi, keuangan,
pembangunan, aset dan
sumber daya alam

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerja,
mengetahui kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara kerja
penyusunan kebijakan bidang
ekonomi, keuangan, pembangunan,
aset dan sumber daya alam;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar , prosedur,
kriteria pelaksanaan penyusunan
kebijakan bidang ekonomi, keuangan,
pembangunan, aset dan sumber daya
alam;




4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan kebijakan
bidang ekonomi, keuangan,
pembangunan, aset dan sumber daya
alam, serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait penyusunan
kebijakan ekonomi, keuangan,
pembangunan, aset dan sumber daya
alam

11. Penyusunan

Mampu mengevaluasi produk
hukum daerah

4.

s

Mengidentifikasi, menganalisis
kebijiakan dan produk hukum daerah
serta pelaksanaannya, menemukenali
kelebihan dan kekurangan serta
rekomendasi perbaikannya;

4.2 Mengembangkan teori, konsep dan
kebijakan penyusunan produk hukum
daerah, meyakinkan stakeholder dan
shareholder terkait untuk menerima
konsep, teori dan kebijakan yang
dikembangkan;

4.2 Menjadi sumber rujukan utama dalam
implementasi kebijakan dan
pemecahan masalah dalam
penyusunan produk hukum daerah.

12. Analisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan tata pemerintahan
daerah

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan arah tata pemerintahan
untuk dikembangkan serta
menemukenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan tata
pemerintahan daerah;

4.2 Mampu menyusun teknik dan metode
dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi dan menentukan
penentuan arah tata pemerintahan
yang potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
hasil analisis pelaksanaan tta
pemerintahan daerah,

13. Analisis Kondisi Politik
Dagrah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis kondisi
politik daerah

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan kondisi politik dan arah
politik serta menemukenaii kelebihan
dan kelemahan kondisi politik saat ini
dan potensi kondisi politik di masa
depan;




4.2

4.3

Mampu menyusun teknik dan metode
dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi, menentukan kondisi
politik dan arah politik saat ini dan
mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis arah dan kondisi
politik kedepan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
hasil analisis untuk arah dan kondisi
politik ke depan

14. Advokasi kebijakan Otonomi
Daerah

Mampumengembangkan
strategi advokasi kebijakan
Otonomi Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah. ;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi
daerah.
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C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki pengalaman
jabatan dalam bidang
hukum/ pemerintahan/
politik secara kumulatif
paling kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau pernah
menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2
{dua} tahun

D. Pangkat

Pembina Tk.I (IV/b)
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E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang politik

3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang hukum




Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan :

Kode Jabatan i

i el SR

asikan,

Melaksanakan sebagién tugas Gubernur di bidang hukum, politik da—E pémerihta han déngén cara fnerénéanakén-, h'uengkoordin
melaksanakan dan mengendalikan tugas sesuai bidangnya

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Level Degkripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu menciptakan situasi 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
kerja yang mendorong mendorong seluruh pemangku
kepatuhan pada nilai, norma, kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dan etika organisasi dalam segala

situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai- nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko,

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen tim, 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di
sinergi lingkup instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi- informasi
pemikiran multidimensi secara penting dari berbagai sumber dengan
lisan dan tertulis untuk pihak lain untuk mendapatkan
mendorong kesepakatan pemahaman yang sama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep dari

berbagai sudut pandang/ muitidimensi
dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan

4. Orientasi Pada Hasil 4 Mendorong unit kerja mencapai | 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
target yang ditetapkan atau instansi untuk mencapai kinerja yang

melebihi hasil kerja sebelumnya melebihi target yang ditetapkan




4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.

4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan efeldifitas dan efisiensi
pencapain target organisasi

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaiuasi,
memperhitungkan dan

mengantisipasi dampak dari isu-

isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang transparan,
objektif, dan profesional

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan
tugastugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan professional
dalam lingkup organisasi

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/ partai
politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

5. Pengembangan Diri dan
Orang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran

4.1 Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama dengan
bawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbingan,
penugasan dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya

7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;




4.3 Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras
antar unit kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
konsep penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seiuruh fungsi
dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi risiko)

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan perbedaan
secara konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi

4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi
politik

T

10. Afvbkag kebijakan bidang
hukum, politik dan pemerinthan

Mampu mengembangkan
strategi advokasi bidang hukum,
politik dan pemerintahan

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem cara kerja,
mengetahui kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara kerja
penyusunan kebijakan bidang hukum,
politik dan pemerintahan yng lebih
efektif dan efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang dijadikan
norma standar , prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan kebijakan
bidang hukum, politik dan
pemerintahan;




4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan kebijakan
bidang hukum, pemerintahan dan
pembangunan, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait
penyusunan kebijakan bidang hukum,
politik dan pemerintahan.

11. Penyusunan produk hukum
daerah

Mampu mengevaluasi produk
hukum daerah

4.1 Mengidentifikasi, menganalisis
kebijjakan dan produk hukum daerah
serta pelaksanaannya, menemukenali
kelebihan dan kekurangan serta
rekomendasi perbaikannya;

4.2 Mengembangkan teori, konsep dan
kebijakan penyusunan produk hukum
daerah, meyakinkan stakeholder dan
shareholder terkait untuk menerima
konsep, teori dan kebijakan yang
dikembangkan;

4.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam
implementasi kebijakan dan
pemecahan masalah dalam
penyusunan produk hukum daerah.

12. Analisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan tata pemerintahan
daerah

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan arah tata pemerintahan
untuk dikembangkan serta
menemukenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan tata
pemerintahan daerah;

4.2 Mampu menyusun teknik dan metode
dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi dan menentukan
penentuan arah tata pemerintahan
yang potensial untuk dikembangkan
dan mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis pelaksanaan tata
pemerintahan daerah;

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait hasil
analisis pelaksanaan tta pemerintahan
daerah.

13. Analisis Kondisi Politik
Daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis kondisi
politik daerah

4.1 Mampu mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi, mengklasifikasi dan
penentuan kondisi politik dan arah
politik serta menemukenali kelebihan
dan kelemahan kondisi politik saat ini
dan potensi kondisi politik di masa
depan;




4.2

4.3

Mampu menyusun teknik dan metode
dalam mengidentifikasi,
mengklasifikasi, menentukan kondisi
politik dan arah politik saat ini dan
mengembangkan kapasitas SDM
dalam menganalisis arah dan kondisi
politik kedepan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
hasil analisis untuk arah dan kondisi
politik ke depan

14, Advokasi kebijakan Otonomi
Daerah

Mampumengembangkan
strategi advokasi kebijakan
Otonomi Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
herbagai metede yang dijalankan

dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah. ;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

fi e (i

-A. Péndidlkan 1. Jenjang Sarjana/ Diploma IV ]
2. Bidang Iimu Ilmu Pemerintahan/ Manajemen/ Kebijakan Publik/Sosial Politik/ Timu
Administrasi/ Perekonomian
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Dikiat perancangan peraturan v
perundang-undangan
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman v
jabatan dalam bidang
hukum/ pemerintahan/
politik secara kumulatif
paling kurang 5 (lima)
tahun
2. Sedang atau pernah v
menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2
(dua) tahun
D. Pangkat Pembina Tk.I (IV/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pemerintahan

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang politik
3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang hukum




Nama Jabatan : KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan g

Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian dan
perencanaan program dan kegiatan. pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, pengadministrasian kepala daerah dan
DPRD evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, kerjasama antar pemerintah, kerjasama antar badan usaha/swasta serta
evaluasi pelaksanaan kerjasama,

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajarial

1. Integritas 4 Mampu menciptakan situasi 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
kerja yang mendorong mendorong selurub pemangku
kepatuhan pada nilai, norma, kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dan etika organisasi dalam segala

situasi dan kondisi;

4.2 Mendulung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai- nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen tim, 4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di
sinergi lingkup instansi yang dipimpin;
4,2 Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untuk memastikan tercapainya sinergi
dalam rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu mengemukakan 4.1 Mengintegrasikan informasi- informasi
pemikiran multidimensi secara penting dari berbagai sumber dengan
lisan dan tertulis untuk pihak lain untuk mendapatkan
mendorong kesepakatan dengan pemahaman yang sama

fujuan meningkatkan kinerja

secara kesejuruhan

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep dari
berbagai sudut pandang/ multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada langkah-
tangkah bersama dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan




4. Orientasi Pada Hasil

Mendoreng unit kerja mencapai
target yang ditetapkan atau
melebihi hasil kerja sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja yang
melebihi target yang ditetapkan

4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.

4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target organisasi

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak dari isu-
isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang transparan,
objektif, dan profesional

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara objektif,
transparan, dan profesional dalam
lingkup organisasi

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompaok/ partai
politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

6. Pengembangan Diri dan Orang
Lain

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran

4.1 Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama dengan
bawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbingan,
penugasan dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan,
pengembangan kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi,

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya




7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubalian sudah
diterapkan secara aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan
program-program perubahan selaras
antar unit kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
konsep penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh fungsi
dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang berdampak pada
pihak lair;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak keputusannya
serta menyiapkan tindakan
penanganannya {mitigasi risiko)

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan perbedaan
secara konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi

4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi,

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suky,
gender, sosial ekonomi, preferensi
politik

10 Advokasi Kebijakan
Pengelolaan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi Kebijakan
Pengelolaan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi Kebijakan
Pengelolaan Pemerintahan dan
otonomi daerah;




4.3

Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan Kebijakan
Pengelolaan Pemerintahan dan
otonomi daerah

11. Manajemen Pengendalian
Kebijakan administrasi
pemerintahan dan penataan
wilayah serta pemerintahan
umum dan fata usaha

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan Pengendalian
Kebijakan administrasi
pemerintahan dan penataan
wilayah serta pemerintahan
umum dan tata usaha

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi, pelaksanaan
pembinaan

pelaksanaan pengendalian dan
Manajemen Kebijakan administrasi
pemerintahan dan penatan wilayah,
pemerintahan umum dan tatausaha
serta kepegawaian serta menemu
kenali kelebihan dan kelemahan
pengendalian dan Manajemen
Kebijakan administrasi pemerintahan
dan penataan wilayah serta
pemerintahan umum dan tata usaha ;

Mampu menyusun teknik,

metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam menganalisis
pengendalian dan Manajemen
Kebijakan administrasi pemerintahan
dan penataan wilayah serta
pemerintahan umum dan tata usaha ;

Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait

pengembangan teknik,

metode, dan kapasitas SDM dalam hal
pengendalian dan Manajemen
Kebijakan administrasi pemerintahan
dan penataan wilayah serta
pemerintahan umum dan tata usaha

12. Manajemen Pengendalian
Kebijakan pengembangan
otonomi daerah dan penataan
urusan, administrasi kepala
daerah dan dprd serta evaluasi
dan penyeienggaraan
pemerintahan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan Pengendalian
Kebijakan pengembangan
otonomi daerah dan penataan
urusan, administrasi kepala
daerah dan dprd serta evaluasi
dan penyelenggaraan
pemerintahan

4.1

4.2

Mampu mengevaluasi

pelaksanaan pernbinaan,
penyelenggaraan, dan

efektifitas pelaksanaan  kebijakan
pengembangan otonomi daerah dan
penataan urusan, administrasi kepala
daerah dan dprd serta evaluasi dan
penyelenggaraan pemerintahan ;

Mampu menyusun teknik,

metode pembinaan dan evaluasi
kebijakan pengembangan otonomi
daerah dan penataan urusan,
administrasi kepala daerah dan dprd
serta evaluasi dan penyelenggaraan
pemerintahan;

4.3 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakehoider terkait

pengembangan otonomi daerah dan
penataan urusan, administrasi kepala
daerah dan dprd serta evaluasi dan
penyelenggaraan pemerintahan.




13. Manajemen Pengendalian
Kebijakan kerjasama
pemerintah, kerjasama badan
usaha/swasta serta evaluasi
pelaksanaan kerjasama

Mampu mengevaluasi dan
menyusun Kebijakan
kerjasama pemerintah,
kerjasama badan usaha/swasta
serta evaluasi pelaksanaan
kerjasama

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja dan menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan Kebijakan kerjasama
pemerintah, kerjasama badan
usaha/swasta serta evaluasi
pelaksanaan kerjasama

4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur, instrumen
pelaksanaan  kerjasama pemerintah,
kerjasama badan usaha/swasta serta
evaluasi pelaksanaan kerjasama

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terkait
Manajemen Pengendalian Kebijakan
kerjasama pemerintah, kerjasama
badan usaha/swasta serta evaluasi
pelaksanaan kerjasama

14, Advokasi kebijakan Otonomi
Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi kebijakan
Otonomi Daerah yang tepat
sesuai kondisi

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang
berbeda,

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah. ;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang

1

Sarjana/Pasca Sarjana

2. Bidang Iimu ;Iimu Manajemen Pemerintahan/ Iimu Pemerintahan / Administrasi Negara
i
B. Pelatihan 1. Manajerial {Pelatihan Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Diklat Manajemen Pemerintahan V
3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki pengalaman vV

jabatan dalam bidang
Manajemen/administrasi
Pemerintahan secara
kumulatif paling kurang 5
(lima} tahun




2. Sedang atau pernah v
menduduki jabatan
administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli
madya paling singkat 2
(dua) tahun

D. Pangkat

Pembina (1V/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

3. Terfaslitasinya penyelenggaraan kerjasama pemerintah, badan
usaha/swasta




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintahan
Kode Jabatan

: KEPALA BIRO HUKUM
: JABATAN PIMPINAN TINGGI

: HUKUM

SAR JABATAN

Menyusun'rumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantu::an. dan evaluasi prdgram kegiatan
dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum,

penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum, penyuluhan, dokumentasi dan informasi serta pembinaan dan
pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Level

| Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

4

Mampu menciptakan situasi
kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai,
norma, dan etika organisasi

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai, norma, dan
etika organisasi dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip moral
dan standar etika yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau mengambil
tindakan atas penyimpangan kode
etik/nilai- nilai yang dilakukan oleh orang
tain, pada tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen tim,
sinergi

4.1 Membangun sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang berbeda
dari unit kerja lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka pencapaian target
kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja sama antar unit, memberikan
dukungan / semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan tujuan
meningkatkan kinerja
secara keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi- informasi
penting hasil diskusi dengan pihak lain
untuk mendapatkan pemahaman yang
sama berbagai informasi dengan
pemangku kepentingan untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara keseluruhan;

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk tulisan format;

4.3 Menyampaikan informasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan kinerja
secara keseluruhan

4. Orientasi Pada Hasil

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihi
hasil kerja sebelumnya

4.

Lol

Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan;

4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dengan sasaran
strategis instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersama antar unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pencapaian target.




5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif, dan
profesional

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara objektif,
transparan, dan profesional dalam lingkup
organisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh instansinya
telah selaras dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/ partai
politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang yang
berfokus pada pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan mengikuti standar
objektif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok

6. Pengembangan Diri dan
Orang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang dalam rangka
mendorong manajemen
pembelajaran

4.1 Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama dengan
bawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan/pendidikan/ pengembangan
kompetensi dan Karir;

4.2 Melaksanakan manaiemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi- posisi di unit
kerjanya

7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada
unit kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam menghadapi perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah diterapkan
secara aktif di lingkup unit kerjanya secara
berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan penerapan

program-program perubahan selaras
antar unit kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung risiko
tinggi, mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan; mitigasi
risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang melibatkan
beberapa/seluruh fungsi dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan mengantisipasi
dampak keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi risiko)

B Sosial Raltur

.9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasvarakat:




4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi,

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, preferensi politik

€. Tekni

10. Advokasi Penyusunan
Kebijakan pembentukan
Produk Hukum

Mampu mengembangkan
strategi dalam advokasi
penyusunan kebijakan
pembentukan Produk
Hukum

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi
kebijakan pembentukan hukum;

4.

g

Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strateqi advokasi yang
dapat dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
pembentukan hukum.

11. Analisis urgensi
pembentukan perundang-
undangan dan produk hukum
lain

Mampu mengevaluasi
metode analisis dan
menentukan skala prioritas
serta naskah akademis
pembentukan perundang-
undangan dan produk
hukum lain sesuai
kebutuhan instansi

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknik metode, identifikasi, pengumpulan,
pengolahan, penyusunan naskah akademis
urgensi pembentukan peraturan
perundangan dan produk hukum lain
mengenali kelebihan dan kelemahan,
melakukan perbaikan implementasi
Analisis urgensi yang lebih efektif dan
efisien;

4.2 Mampu menyusun dan menentukan skala
prioritas jenis, substansi peraturan
perundang-undangan dan produk hukum
fain sesuai dengan tuntutan lingkungan
strategi instansi, serta menyusun naskah
akademis pembentukan perundangan dan
produk hukum lain

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terhadap skala
prioritas pembentukan peraturan
perundangan dan naskah akademis dan
tindak lanjut pembentukan peraturan
perundangan dan praduk hukum lainnya

12. Perancangan perundang-
undangan dan produk hukum
lain

Mampu mengevaluasi
implimentasi dan norma
atau standar dalam
perancangan perundang-
undangan dan produk
hukum lain

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
sistem kerja, mengenali kelebihan dan
kelemahan, melakukan perbaikan
implementasi perancangan perundang-
undangan dan produk hukum lain yang
lebih efektif dan efisien

4.2 Mampu melakukan perbaikan teknis
metode, penyusunan pedoman teknis
yang dijadikan norma standar dalam
pelaksanaan perancangan perundang-
undangan dan produk hukum lain

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakehclider dalam
implementasi pelaksanaan perancangan
perundang-undangan dan produk hukum
lain, memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder




13. Penyusunan bahan
pertimbangan bantuan
hukurn

Mampu mengevaluasi
proses penyusunan
kansep/bahan
pertimbangan dan bantuan
hukum

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
proses dan hasil penyusunan bahan
pertimbangan dan bantuan hukum,
mengenali kelebihan dan kelemahan,
melakukan perbaikan teknis penyusunan
dan bahan pertimbangan bantuan hukum
yang lebih efektif dan efisien

4.2 Mampu melakukan perbaikan proses dan
substansi bahan pertimbangan dan
bantuan hukum

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terhadap
naskah/substansi pertimbangan dan
bantuan hukum, memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder dalam pertimbangan dan
pemberian bantuan hukum

14. Analisis produk hukum
kabupaten/kota

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan teknik metode
dan hasil analisis produk
hukum kabupaten/kota

4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap
teknik metode, sistem kerja, serta hasil
analisis produk hukum kab/kota mengenali
kelebihan dan kelemahan, melakukan
perbaikan teknik metode dan hasil analisis
kebijakan teknis produk hukum
kabupaten/kota yang lebih efektif dan
efisien

4.2 Mampu melakukan perbaikan teknik
metode serta hasil analisis produk hukum
kabupaten/kota

4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder terhadap hasil
analisis produk hukum kabupaten/kota,
memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada kabupaten/kota untuk
menghasilkan produk hukum yang
berkualitas

15. Advokasi kebijakan
QOtonomi Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi kebijakan
otonomi daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada
saat ini, menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau
petunjuk teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan
strategi advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah.

A. Pendidikan

1. Jenjang Sarjana/Diploma IV
2. Bidang Timu {Iimu Sosial/Politik/Hukum/Pemerintahan
B, Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan V
Pratama
2. Teknis Diklat Pemberdayaan v
Masyarakat
3. Fungsional |1 Dikiat Fungsional v
Penyuluh Hukum
2 Dikiat Fungsional v
Analis Hukum




C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki pengalaman v
jabatan dalam bidang
Kesejahteraan
Masyarakat secara
kumnulatif paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau pernah v
menduduki jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun

D. Pangkat

Pembina Tk.I (IV/h)

E. Indikator Kinerja Jabatan

2 Kualitas konsep peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain

2, Kualitas bahan pertimbangan dan bantuan hukum.




Nama Jabatan : KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintahan i

Kode Jabatan =

Memimpin dan mengoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pem
pemilihan penyedia barang jasa pemerintah

L

binaan, evaluasi dan pelayanan proses

II. STANDAR KOMPETENSI

kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika organisasi

Kompetensi Level Deskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu menciptakan situasi 4.1 Menciptakan situasi kerja vang

mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip
morai dan standar efika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai- nilai
vang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun komitmen tim,
sinergi

4.1 Membangun sinergi antar unit kerja
di lingkup instansi yang dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan / semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3, Komunikasi 4 Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk
mendorong kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan informasi-
informasi penting dari berbagai
sumber dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman yang
sama

4.2 Menuangkan pemikiran/konsep dari
berbagai sudut pandang/
multidimensi dalam bentuk tulisan
formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan
tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan




4. Orientasi Pada Hasil 4 Mendorong unit kerja mencapai 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
target yang ditetapkan atau instansi untuk mencapai kinerja yang

melebihi hasil kerja sebelumnya melebihi target yang ditetapkan

4.2 Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi.

4.3 Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target organisasi

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak dari isu-
isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan
politik dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang transparan,
objektif, dan profesional

4.1 Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas - tugas pelayanan
publik secara objektif, transparan,
dan professional dalam lingkup
organisasi

4.2 Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/
partai politik;

4.3 Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok

6. Pengembangan Diri dan
Orang Lain

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran

4.

[

Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didatamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/pendidikan/
pengembangan kompetensi dan
karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya




7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan

penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan; mitigasi risiko

4.1 Menyusun dan/atau memutuskan
konsep penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh fungsi
dalam organisasi;

4.2 Menghasilkan solusi dari berbagai
masalah yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya {mitigasi
risika)

2

9. Perekat 'Bangsa

Mendayagunakan perbedaan

secara konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi

4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa
menjaga persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi.

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, preferensi
politik

10. Advokasi Kebijakan
Pengelolaan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi Kebijakan
Pengelolaan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi Kebijakan
Pengelolaan Pemerintahan dan
otonomi daerah;


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































